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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 215/Pdt.G/2021/PA. Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan 

putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Rohani binti Abu Raerah alias Aburaerah, tempat tanggal lahir; Nunukan, 09 

Juni 1980, NIK. 6405024906800001, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Tien Soeharto, 

RT.17, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten 

Nunukan, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Iqbal alias Muhammad Iqbal bin Sofian alias Sopian, tempat tanggal lahir, 

Pare-pare, 10 Agustus 1977, NIK 6405021008770001, agama Islam, 

pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Tien 

Soeharto, RT.17, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, 

Kabupaten Nunukan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 September 2021

yang  telah  diterima  dan  didaftarkan  pada Kepaniteraan  Pengadilan  Agama

Nunukan  pada  tanggal  07  Oktober  2021 dalam  Register  Nomor

215/Pdt.G/2021/PA.Nnk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari’at  Islam

pada tanggal 15 Januari 2002, berdasarkan  Kutipan Akta Nikah  Nomor :

063/63/1/2002, tanggal 11  Februari  2014, yang  dikeluarkan  oleh Kantor
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Urusan  Agama  Kecamatan Nunukan,  Kabupaten Nunukan,  Provinsi

Kalimantan Timur;

2. Bahwa  setelah  pernikahan  tersebut,  Penggugat  dan  Tergugat  hidup

bersama di rumah  kediaman bersama di Desa/Kelurahan Nunukan Timur,

Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan hingga sekarang;

3. Bahwa  selama  menikah,  Penggugat  dan  Tergugat  telah  melakukan

hubungan suami istri yang baik dan telah dikaruniai  2 anak yang bernama: 

a. Diva Angraini Putri binti Muhammad Iqbal, umur 19 tahun.

b. Muh. Dava Angga Saputra bin Muhammad Iqbal, umur 8 tahun.

dan 2 anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

rukun dan harmonis, namun pada Februari 2021 mulai terjadi perselisihan

dan pertengkaran di sebabkan:      

a. Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas;

b. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain ber kali-kali; 

c. Tergugat sering berbohong dan menghabiskan uang tanpa alasan

yang tidak jelas.

5. Bahwa  akibat  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  pada  bulan

September  2021  Antara  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  pernah  lagi

melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

6. Bahwa meskipun masih tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat

sudah tidak ada komunikasi yang baik.

7. Bahwa pihak keluarga sudah  pernah berusaha menasehati Penggugat

dan Tergugat;

8. Bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat

sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa  perceraian  lebih  maslahat  daripada  meneruskan  perkawinan,

oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh

Penggugat;

Berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  di atas,  Penggugat  mohon  agar

Ketua  Pengadilan  Agama Nunukan  cq.  Majelis  Hakim  agar  memeriksa  dan

mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
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Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Iqbal  alias Muhammad

Iqbal bin Sofian alias Sopian) terhadap Penggugat (Rohani binti Abu Raerah

alias Aburaerah);  

3. Membebankan  biaya  perkara  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang

berlaku.

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Berita Acara Sidang

Nomor  215/Pdt.G/2021/PA.Nnk,  tanggal  18  Oktober  2021  dan  berdasarkan

surat panggilan  (relaas)  Nomor  215/Pdt.G/2021/PA.Nnk,  tanggal  25  Oktober

2021 yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi

dan  patut,  sedangkan  ternyata  bahwa  tidak  datangnya Penggugat  tersebut

bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa  demikian  juga  dengan  Tergugat  tidak  datang menghadap  di

persidangan  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan, Tergugat  tidak  pula

menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai  wakil/kuasa  yang  sah,

meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 215/Pdt.G/2021/PA.Nnk,

tanggal 12 Oktober 2021, 19 Oktober 2021 dan tanggal 25 Oktober 2021 yang

dibacakan di  persidangan,  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan patut,

sedangkan  ternyata  bahwa  tidak  datangnya  Tergugat  tersebut  bukan

disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang

termuat  dalam  berita  acara  sidang  ini  merupakan   bagian  yang  tidak

terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat adalah

sebagaimana yang telah diuraikan di atas;
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Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil

secara  resmi  dan  patut,  namun  tidak  datang  ke  muka  sidang,  sedangkan

ternyata  bahwa  tidak  datangannya  itu  bukan  disebabkan  sesuatu  halangan

yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg gugatan Penggugat

harus dinyatakan gugur (het vonnis is voorbj);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam lingkup

bidang perkawinan,  maka  berdasarkan  Pasal  89  Ayat  (1)  Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

undang Nomor 3 tahun 2006  dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara  yang

timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat; 

Mengingat,  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

  

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;

2. Membebankan  kepada  Penggugat untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah   Rp. 745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang

dilangsungkan pada hari Senin tanggal 01 November 2021 Masehi, bertepatan

dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1443 Hijriyah, oleh kami Zainal Abidin, S.Sy.,

sebagai  Ketua  Majelis,  Zuhriah,  S.H.I dan  Feriyanto,  S.H.I masing-masing

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut  diucapkan pada hari itu juga dalam

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim

Anggota  dan dibantu  oleh Dewi  Nurawati,  S.H  sebagai  Panitera  Pengganti

serta tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Zuhriah, S.H.I

Ketua Majelis,    

Zainal Abidin, S.Sy
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Hakim Anggota,    

Feriyanto, S.H.I

Panitera
Pengganti,    

Dewi
Nurawati,

S.H

Pe  rincian   biaya  : 
1. Pendaftaran
2. Biaya Proses 
3. Biaya Panggilan
4. PNBP Panggilan
5. Redaksi 
6. Materai 
Jumlah

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

 
30.000,00 
50.000,00

625.000,00 
20.000,00
10.000,00
10.000,00 
745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)
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